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Abstrak
 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-

Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Terdapat salah

satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam masyarakat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak

Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan

oleh Pengusaha Kena Pajak. di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang diterima menjadi pajak masukan

yang kemudian dikreditkan dengan pajak keluaran untuk suatu masa yang sama. Pajak Pertambahan Nilai

dapat dipungut dalam transaksi online marketplace. oleh karena itu, setiap pengusaha dalam transaksi online

marketplace yang telah memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sesuai dengan batasan minimal

yang ditetapkan undang-undang wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Selama Pengusaha tersebut masih

belum memenuhi batasan minimal untuk dikukuhkan sebagai PKP maka ia disebut sebagai pengusaha kecil.

Untuk membuktikan bahwa PKP telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, PKP diwajibkan untuk

membuat Faktur Pajak dan diberikan kepada pembeli. dalam pembuatan faktur pajak, PKP wajib untuk

mengikuti tata cara dan bentuk faktur pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun

dalam prakteknya, masih banyak PKP yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat faktur pajak

yang sesuai dengan ketentuan undang- undang. Apabila dilihat dari faktur penjualan yang diberikan oleh

situs online marketplace, faktur tersebut masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dalam pihak yang memberikan faktur pajak dan bentuk faktur penjualan yang tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<hr>

Tax is a compulsory contribution to the state by a person or body collected under the Act and used to carry

out state activities to achieve state goals. There is one type of tax imposed on consumption in society,

namely Value Added Tax. Value Added Tax is imposed on the delivery of taxable goods and/or taxable

services carried out by Taxable Entrepreneurs. in Value Added Tax the tax received becomes input tax

which is then credited with the output tax for the same period. Value Added Tax can be collected in online

marketplace transactions. Therefore, every entrepreneur in an online marketplace transaction that has gross

circulation and/or gross receipts in accordance with the minimum limit stipulated by the law must establish

itself as a PKP. As long as the Entrepreneur still does not meet the minimum limit to be confirmed as PKP,

he is referred to as a small businessman. To prove that the PKP has collected Value Added Tax, PKP is

required to make a Tax Invoice and is given to the buyer. in making tax invoices, PKP is obliged to follow

the procedures and forms of tax invoices regulated in legislation. But in practice, there are still many PKPs
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that have not carried out their obligations to make tax invoices in accordance with the provisions of the law.

When viewed from the sales invoice provided by the online marketplace site, the invoice still does not meet

the statutory provisions. This can be seen in those who provide tax invoices and sales invoices that are not in

accordance with the provisions of the Regulation.


